
Catatan Berita JDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat/Rica Lestari 1 

 

DPRD SUMBAR SAHKAN PERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 

 

Sumber: https://padang.harianhaluan.com/reportase/1069236430/dprd-sumbar-sahkan-perda-pajak-daerah-

dan-restribusi 

 

HALUAN PADANG - DPRD Sumatera Barat (Sumbar) mengesahkan peraturan daerah 

(perda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah saat rapat paripurna, Selasa (20/6) di gedung DPRD. 

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar yang memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan 

perda tentang pajak dan retribusi daerah disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Sesuai ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut dinyatakan bahwa 

perda pajak dan retribusi daerah yang lama, berlaku paling lama dua tahun sejak di undangkannya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. 

“Mengingat aturan tersebut, maka perubahan perda ini sangat mendesak untuk segera 

ditetapkan, mengingat tenggat waktu yang tinggal lebih kurang 6 bulan lagi yaitu sebelum 5 Januari 

2024. Sementara  Undang-Undang tersebut diundangkan tanggal 5 Januari 2022,” katanya. 

Irsyad menambahkan, perda tentang pajak dan retribusi daerah disusun dengan tujuan 

menyederhanakan administrasi perpajakan dan memudahkan pemantauan pemungutan pajak daerah. 

Selain itu, juga dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Dengan begitu, sasaran yang diharapkan dapat tercapai, yaitu meningkatkan pendapatan 

asli daerah dari pajak dan retribusi daerah. 

“Selain itu, juga bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pajak darah dan retribusi 

daerah yang efektif dan efisien baik bagi masyarakat maupun aparatur pemungut pajak,” paparnya. 

Selanjutnya, tambah Irsyad, untuk legalitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang 

ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sudah harus disesuaikan dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 94. 

Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, 

subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan 

jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan Retribusi, untuk 

seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu perda. 
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“Perda tersebut menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah,” katanya. 

Dengan selesainya pembahasan perda tersebut, pimpinan DPRD menyampaikan apresiasi pada 

Komisi III yang telah menuntaskan pembahasannya. 

Ketua Komisi III, Ali Tanjung mengatakan dikarenakan perda ini merupakan amanat dari 

undang-undang yang dikeluarkan pemerintah pusat, maka kebanyakan isi perda ini mengacu pada 

peraturan pemerintah pusat. Namun tetap tersedia ruang untuk kebijakan lokal masing-masing daerah. 

“Selain itu perda ini disusun dengan prinsip keutamaan tidak memberatkan masyarakat agar 

tidak muncul beban biaya hidup tinggi,” ujar Ali. 

Dalam proses pembahasan, Komisi III telah melaksanakan konsultasi ke kementerian. Namun 

pasca penetapannya, perda ini akan tetap mengikuti proses evaluasi oleh kemendagri. 

Sekdaprov Sumbar, Hansastri yang menghadiri rapat paripurna tersebut mengatakan perda ini 

selain mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, juga mengacu pada Peraturan Pemerintah 

Tentang Pemerintahan Daerah. 

“Perda ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan pajak daerah 

dan retribusi daerah,” ujarnya. 

Hansastri menjelaskan, setelah perda ini disahkan dan selesai mengikuti proses evaluasi 

kemendagri, akan dikeluarkan peraturan gubernur (pergub) untuk mengatur hal-hal yang lebih teknis 

terkait isi perda tersebut. *** 

 

Sumber berita:  

1. https://padang.harianhaluan.com/reportase/1069236430/dprd-sumbar-sahkan-perda-pajak-daerah-

dan-restribusi/22 Juni 2023 

2. https://www.suararantau.com/dprd-sumbar-sahkan-perda-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/20 

Juni 2023 

 

Catatan: 

1. Pada tanggal 5 Januari 2022 ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang  

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja, Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, 

Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat 

(2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 

302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

https://padang.harianhaluan.com/reportase/1069236430/dprd-sumbar-sahkan-perda-pajak-daerah-dan-restribusi/22
https://padang.harianhaluan.com/reportase/1069236430/dprd-sumbar-sahkan-perda-pajak-daerah-dan-restribusi/22
https://www.suararantau.com/dprd-sumbar-sahkan-perda-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/20
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tentang Cipta Kerja dan Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

2. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi 

menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak 

antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) 

menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi 

dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak 

terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi 

perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek 

Pajak seperti atas parkir valet,| objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek 

olahraga permainan). 

3. Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan 

provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB 

sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan 

kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan 

dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan 

keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan 

skema bagr hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber 

penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan 

pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih 

berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak 

juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi 

pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. 

4. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi 

diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi 

Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga 

puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan 

agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan 

efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi 

dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang 

menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.  

5. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: 

a. PKB; 

b. BBNKB; 

c. PAB; 

d. PBBKB; 
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e. PAP; 

f. Pajak Rokok; dan 

g. Opsen Pajak MBLB. 

6. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: 

a. PBB-P2; 

b. BPHTB; 

c. PBJT; 

d. Pajak Reklame; 

e. PAT; 

f. Pajak MBLB; 

g. Pajak Sarang Burung Walet; 

h. Opsen PKB; dan 

i. Opsen BBNKB. 

7. Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi: 

a. Pelayanan kesehatan; 

b. pelayanan kebersihan; 

c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; 

d. pelayanan pasar; dan 

e. pengendalian lalu lintas. 

8. Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha 

meliputi: 

a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha 

lainnya; 

b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya 

dalam lingkungan tempat pelelangan; 

c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; 

d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; 

e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; 

f. pelayanan jasa kepelabuhanan; 

g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; 

h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; 

i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan 

j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi 

perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9. Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: 

a. persetujuan bangunan gedung; 
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b. penggunaan tenaga kerja asing; dan 

c. pengelolaan pertambangan ralgrat. 


